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Penelitian ini bertitik tolak dari adanya ketentuan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor I tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi
yang menyatakan bahwa kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur
pengadilan niag4 Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas
percaingan Usah4 semua sengketa p€rdata yang diajukan ke pengadilan Tingkat
Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan
bantuan mediator. Berkaitan dengan pasal 2 ayat (3) pada PERMA tersebut bahwa
tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan
pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang
mengakibatkan batal demi hukum.

Penelitian ini bertuj uan mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah
Agung RI nomor I tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama
Rantau serta kendala yang dihadapi mediator di Pengadilan Agama Rantau dalam
melaksanakan Pemra No. I tahun 2008.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan meneliti data
Primer dengan pendekatan Peraturan Mahkamah Agung yang diuraikan secara
deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yaitu teknik yang digunakan adalah

wawancar4 yakni tanya jawab antara peneliti dengan responden atau informan
tentang permasalahan yang diteliti dengan pedoman wawanqra.
Dan juga dengan observasi, artinya penulis mengobservasi ruangan mediasi, dan
juga mengobservasi proses mediasi, dari mulai awal masuk berperkar4 hingga
mediasi. Analisis menggunakan analisis deskriptif yaitu melakukan pembahasan
terhadap data yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teori yang ada
yaitu ketentuan Umum tentang Mediasi yaitu PeraturaD Maltkamah Agung RI
Nomor I tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hasil penelitian ini, pertama, Pengadilan Agama Rantau telah
menjalankan Prosedur Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI
tentang Prosedur Mediasi, kedua, Kendala yang dihadapi mediator dalam
p€nerapan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Rantau antara lain perkara-
perkara perdata perceraian yang tidak bisa dilahrkan mediasi seperti perkara
perceraian verstek, ghaib yang tidak secara tegas diatur pada Perma tersebul.
karena Perma ini berlaku secara umum bukan hanya untuk satu lingkungan
peradilan saja. Begitu pula perkara-perkara khusus yang tidak bisa dimediasi
meskipun harus benifat kontensius seperti Izin Poligami. Selain itu
sarana dan prasarana seperti tempat mediasi yang kurang memadai.


